
BUPATI PEMALANG 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR <7 S' TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) 

huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Pemalang 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten 

Pemalang Tahun 2023-2026;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija
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Menetapkan

%

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2020, tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 

Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI 

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023-2026.
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BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pemalang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Perangkat Daerah pengampu SPM adalah Perangkat Daerah yang 

membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.

6. Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua Daerah.

7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang 

bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar warga negara.

9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan 

kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu 

agar dapat hidup secara layak.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal.

11. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut 

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan 

pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan 

Dasar, penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan 

pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
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12. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang 

selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen 

perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian 

target Penerapan SPM Tahun 2023-2026.

13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan 

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap 

warga negara secara minimal.

14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang 

dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal 

dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara 

layak.

15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau 

jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara 

pemenuhan standar.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka 

mencapai hasil suatu Program.

18. Kinerja adalah keluaran /hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau 

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur.

19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran 

atau hasil.

20. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah 

ditetapkan untuk di capai.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun.
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22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun.

24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APDB adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Perda.

BAB II

RUANG LINGKUP 

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. Renaksi Penerapan SPM Daerah; dan

b. Pemantauan dan evaluasi.

BAB III
RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 3
Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai 

pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta 

pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal 

layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 4

(1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 terdiri dari:

a. BAB I : Pendahuluan

b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah

c. BAB III : Kebijakan Penerapan SPM
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d. BAB IV : Program Prioritas pemenuhan SPM, penghitungan

kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan 

Permasalahan

e. BAB V : Renaksi Penerapan SPM Daerah

f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi

g. BAB VII : Kesimpulan dan saran

(2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan 

dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan untuk 

memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus 

pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Renaksi 

Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 

mencapai target SPM.

(2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah Pengampu SPM untuk 

melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah yang di 

koordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretariat tim penenerapan SPM di 

Daerah.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
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BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Biaya pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dibebankan pada : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau  

c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.  

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 28 Desember 2023 

 

 

 

 

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 28 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG, 

ttd 

cap 

HERIYANTO 

BUPATI PEMALANG, 

ttd 

cap 

MANSUR HIDAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 55 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KABUPATEN PEMALANG 
 
 
# 
 
 
 

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H 
PEMBINA 

NIP. 19781029 200604 1 008 
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR S"5~ TAHUN 2023 

TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN 

PEMALANG TAHUN 2023-2026

DOKUMEN RENCANA AKSI PENERAPAN STRANDAR PELAYANAN MINIMAL 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas 

segala berkat, rahmat dan karunianya sehingga dalam penyusunan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2026 ini dapat berjalan lancar dan selesai 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis 

pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 

daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata 

“minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan 

dan kualitas pelayanan dasar yang haras dicapai oleh daerah dengan batas 

waktu yang ditentukan. Untuk memastikan tercapainya pemenuhan layanan 

dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya melakukan 

pemetaan untuk melihat sejauh mana ketercapaian pelayanan minimal yang 

diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan ini dijadikan dasar untuk membuat 

Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada selurah pihak yang telah 

mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini, semoga mampu 

memberikan manfaat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah 

teratama dalam meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan 

pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan 

dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara 

pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan 

dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan 

oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau 

disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar 

dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

warga negara.

Ketentuan Standar Pelayanan Minimal dijabarkan lagi dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal. Sebagai bentuk perwujudannya Pada Pasal 21 

ayat (2) dijelaskan bahwa salah satu tugas Tim Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) daerah Kabupaten/Kota yaitu mengoordinasikan 

rencana aksi penerapan SPM dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM 

Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Renaksi Penerapan SPM 

daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman 

dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM.

Renaksi penerapan SPM Daerah diperlukan untuk meningkatkan 

ketercapaian indikator SPM sehingga Kabupaten Pemalang perlu
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menyusunnya agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder 

terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Dalam rangka memberikan 

pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi 

terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah 

Kabupaten Pemalang menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan 

pelayanan prima menuju Good Governance. Salah satu langkah 

mempermudah dalam mencapai target SPM untuk peningkatan kualitas 

pelayanan publik layanan dasar yaitu dengan menyusun rencana target 

layanan dan mutu pelayanan dasar melalui renaksi penerapan SPM.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penyusunan Renaksi Penerapan 

SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 121 Tahun 2018, 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 

Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
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9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar 

Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan KeuanganDaerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 

2021 - 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Renaksi Penerapan SPM 

Kabupaten Pemalang adalah untuk menjadi acuan bagi Organisasi 

Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan 

mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara 

minimal.

Tujuan dibuatnya Renaksi Penerapan SPM Daerah ini yaitu:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan 

dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan 

oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dengan melakukan perencanaan 

pelaksanaan penerapan 4 (empat) tahapan SPM.

2. Membangun koordinasi penerapan SPM yang efektif an tar perangkat 

daerah pengampu maupun dalam Pemerintahan Daerah.

3. Sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan monitoring dan 

evaluasi penerapan SPM agar sesuai dengan target capaian yang telah 

ditentukan oleh masing-masing bidang SPM sehingga bisa
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menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang 

ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun 

kemampuan anggaran.

4. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan 

pencapaian SPM.

5. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, 

kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian 

SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Renaksi SPM Kabupaten 

Pemalang Tahun 2023 - 2026 meliputi :

1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar 

pada 6 (enam) urusan wajib

2) Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang 

mendukung pencapaian SPM

3) Menyampaikan data capaian kineija SPM Tahun 2021 dan 2022 pada 6 

urusan wajib.

4) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator 

SPM berdasarkan masing-masing urusan

5) Merumuskan strategi, kebijakan, pro gram/kegiatan, pemetaan sumber 

pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai 

dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM

6) Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM

E. Sistematika

Sistematika Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 - 

2026 yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Ruang Lingkup

E. Sistematika

2. BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

E. Kondisi Geografis
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F. Kondisi Demografi

G. Kondisi Perekonomian

H. Kondisi Pembangunan Manusia.

3. BAB III KEBIJAKAN PENERAPAN SPM

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

Tentang Standar Pelayanan Minimal

C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

D. Kebijakan Umum Daerah tentang Penerapan SPM

4. BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN 

KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

C. Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar

D. Permasalahan yang Dihadapi.

5. BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

D. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

E. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Pemalang 

Tahun 2023 - 2026 dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan

F. Integrasi Rencana Aksi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam 

Dokumen Perencanaan

6. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM.

7. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

&
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BAB II

KONDISI UMUM DAN WILAYAH

A. Kondisi Geografi

Kabupaten Pemalang terletak pada 109° 11' 13.452" - 109° 35’ 

45.969” Bujur Timur (BT) dan 6° 46’ 22.17” - 7° 14’ 55.879” Lintang 

Selatan (LS) dengan luas wilayah 1.115,30 Km2. Secara administratif 

Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan:

^ Sebelah Utara : Laut Jawa 

^ Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan

y Sebelah Selatan: Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas 

^ Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

Batas wilayah administrasi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Gambar 

2.1. berikut:

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang

Sumber : Peta RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 - 2038.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di wilayah 

administrasi Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara 

(Pantura) Pulau Jawa dengan ibu kota di kawasan perkotaan Pemalang. 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan 

Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036, Kabupaten
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Pemalang masuk dalam Kawasan Perkotaan Inti II yang merupakan pusat 

pengembangan jasa perkulakan pertanian tanaman pangan, jasa 

pemasaran buah-buahan dan kawasan industri. Kegiatan jasa perkulakan 

pertanian tanaman pangan dan jasa pemasaran buah-buahan dipusatkan 

di Kecamatan Pemalang, sedangkan kegiatan industri dipusatkan di 

Kecamatan Comal.

Kabupaten Pemalang memiliki garis pantai yang cukup panjang, 

kurang lebih 76,63 km, sehingga potensial untuk pengembangan 

perikanan tangkap, selain itu juga sangat strategis karena berada pada 

jalur pengembangan pembangunan poros Jakarta - Cirebon - Semarang - 

Surabaya. Kabupaten Pemalang dilintasi oleh jalur transportasi utama, 

meliputi :

• Jalan Tol Trans Jawa (Trans Pejagan - Pemalang dan Pemalang - Batang)

• Jalan Arteri Pantura Semarang - Cirebon

• Jalur Kereta Api Jakarta - Semarang - Surabaya

Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan, 211 desa, 11 

kelurahan dan 1 desa persiapan di wilayah Kecamatan Belik, 1.307 RW 

serta 6.426 RT. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas 

adalah Kecamatan Bantarbolang seluas 139,19 Km2 (12,48%) dan yang 

paling sempit adalah Kecamatan Warungpring seluas 26,31 Km2 (2,36%). 

Secara rinci pembagian luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai 

berikut:

Tab el 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang 

Menurut KecamatanTahun 2021

No Kecamatan Luas
Wilayah

(Km^J

(%)
D.S.

Desa
Persiapan Kelurahan RW

1 Moga 41,40 3,71 10 - - 60 305
2 Pulosari 87,52 7,85 12 - - 55 292
3 Belik 124,54 11,17 12 1 - 85 393
4 Watukumpul 129,02 11,57 15 - - 77 249
5 Bodeh 85,98 7,71 19 - - 78 310
6 Bantarbolang 139,19 12,48 17 - - 79 361
7 Randudongkal 90,32 8,10 18 - - 74 494
8 Pemalang 101,93 9,14 13 - 7 186 840
9 Taman 67,41 6,04 19 - 2 182 823
10 Petarukan 81,29 7,29 19 - 1 101 812
11 Ampelgading 53,30 4,78 16 - - 92 412
12 Comal 26,54 2,38 17 - 1 101 439

%
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No Kecamatan Luas
Wilayah
(Km2|

(%) Desa Desa
Persiapan Kelurahan RW RT

13 Ulujami 60,55 5,43 18 - - 106 504

14 Warungpring 26,31 2,36 6 - - 31 192

Jumlah 1.115,30 100 211 1 11 1.307 6.426
Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

B. Kondisi Demografi

1. Gambaran Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Pemalang yaitu semua orang yang 

berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Pemalang selama 6 (enam) 

bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 

(enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data 

kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 

(sepuluh) tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik.

Mendasari dari hasil proyeksi penduduk jumlah penduduk 

Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 sebesar 1.484.209 jiwa 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. 

Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada 

perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 752.565 jiwa 

sedangkan penduduk perempuan sebanyak 731,644 jiwa. Berikut 

disajikan tabel dan gambar proporsi jumlah penduduk Kabupaten 

Pemalang per Kecamatan Tahun 2021 berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang per-Kecamatan Tahun 2021

No. Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Kecamatan Ampelgading 37,697 37,555 75,252
2 Kecamatan Bantarbolang 43,675 42,580 86,255
3 Kecamatan Belik 61,14 58,481 119,621
4 Kecamatan Bodeh 31,738 30,909 62,647
5 Kecamatan Comal 47,816 46,902 94,718
6 Kecamatan Moga 37,318 36,171 73,489
7 Kecamatan Pemalang 102,515 99,921 202,436
8 Kecamatan Petarukan 86,569 84,393 170,962
9 Kecamatan Pulosari 31,457 30,681 62,138

jdih.pemalangkab.go.id



16

No. Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah

10 Kecamatan
Randudongkal

56,225 55,300 111,525

11 Kecamatan Taman 96,059 93,308 189,367
12 Kecamatan Ulujami 58,323 56,600 114,923
13 Kecamatan Watukumpul 39,496 37,246 76,742
14 Kecamatan Warungpring 22,537 21,597 44,134

Jumlah 752,565 731,644 1.484.209
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Sedangkan penduduk Kabupaten Pemalang yang dirinci 
berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang berdasarkan kelompok umur

Tahun 2021

No Kelompok
Umur.

Laki-Laki Perempuan

.

Jumlah

1 0-4 56,074 53,157 109,231

2 5-9 60,082 57,142 117,224

3 10-14 59,820 56,534 116,354

4 15-19 61,133 57,072 118,205

5
WBmi

20-24 66,352
J-.y;;

61,735 128,087

6 25-29 66,788 62,415 129,203

30-34 64,303 59,037 123,340

8 35-39 59,692 56,783 116,475

9 40-44 54,615 53,429 108,044

10 45-49 47,437 48,605 96,042

11 50-54 42,033 43,675 85,708

12 55-59 36,376 38,401 74,777

13 60-64 29,580 31,439 61,019

14 65+ 48,280 52,220 100,500

; I Jumlah 752,565 731,644 1.484.209

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang
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2. Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang menurut 

kecamatan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 dapat dilihat dalam 

tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut 

Kecamatan (Laki-laki dan Perempuan) dari 2020 ke 2021

Kecamatan
Dalam persentase

2020-2021

Moga 0,69

Warungpring 0,60

Pulosari 0,44

Belik 0,62

Watukumpul 0,84

Bodeh 0,66

Bantarbolang 0,98

Randudongkal 0,66

Pemalang 0,58

Taman 0,76

Petarukan 0,75

Ampelgading 0,55

Comal 0,14

Ulujami 0,64

Rata-rata 0,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

C. Kondisi Perekonomian

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 Tahun 2020 membawa dampak yang 

sangat besar baik secara sosial, ekonomi, maupun kultur 

masyarakat. Secara ekonomi, bencana pandemi ini 

menyebabkan terjadinya resesi yang ditandai dengan semakin 

terkontraksinya pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya
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aktivitas produksi maupun konsumsi. Penurunan ini 

merupakan akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas 

masyarakat guna mencegah penularan virus Covid-19 yang 

semakin meluas. Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 3 

(tiga) tahun terakhir sebelum pandemi, ekonominya mampu 

tumbuh rata-rata diatas 5%, akibat pandemi Tahun 2020, 

ekonomi Kabupaten Pemalang terkontraksi menjadi -0,61% 

dan pertumbuhan minus ini dialami baik di level daerah 

(provinsi dan kabupaten/kota) maupun nasional bahkan 

dunia. Sebagai perbandingan, berikut gambar pertumbuhan 

ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten 

Pemalang Tahun 2017-2021

Gambar 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang 

Provinsi JawaTengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Pemalang -♦■Jawa Tengah Nasional

........................... ................................................... . .............

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
nasional empat tahun sebelum pandemi cenderung fluktuatif. 
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan 
Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Namun 
akibat pandemi Covid-19 terjadi kontraksi di semua level baik 
Nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten 
Pemalang. Hampir semua lapangan usaha mengalami 
kelumpuhan (kecuali lapangan usaha pertanian dan
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industri pengolahan) yang disebabkan oleh kebijakan 
pembatasan aktivitas ekonomi yang berujung pada 
penurunan daya beli masyarakat, peningkatan pengangguran 
dan kemiskinan. Kontraksi yang dialami oleh Kabupaten 
Pemalang tidak sedalam Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 
karena pertumbuhan dua lapangan usaha utama yaitu 
pertanian dan industri pengolahan masih positif, meskipun 
lebih kecil dibandingkan rata-rata sebelum pandemi. Di 
Tahun 2021, terjadi perbaikan perekonomian yang ditandai 
dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi baik di level nasional, 
provinsi maupun kabupaten. Pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Pemalang sebesar 4,19% lebih besar dibanding 
Provinsi Jawa Tengah (3,32%) dan Nasional (3,69%). Perbaikan 
perekonomian ini seiring dengan mulai dibukanya akses- 
akses ekonomi dan sosial. Aktivitas ekonomi dan sosial sudah 
mulai berjalan normal, namun ada aturan baru yang tetap 
harus dipatuhi dalam beraktivitas yaitu taat protokol 
kesehatan.

Dampak pandemi Covid-19 yang bersifat global 
terhadap perekonomian, dialami oleh seluruh wilayah tanah 
air, termasuk Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitarnya 
dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan 
kekuatan potensi ekonomi (lapangan usaha) dalam 
berkontribusi kepada ekonomi daerah masing-masing. Berikut 
gambaran secara detail pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Pemalang dengan kabupaten sekitar sebelum pandemi dan 
pada masa pandemi.

Tabel 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang 
dengan Kabupaten SekitarTahun 2017-2021

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)
Brebes Pemalang Purbalingga Tegal Banyumas Pekalongan

2017 5,65 5,61 5,37 5,38 6,34 5,44
2018 5,26 5,69 5,42 5,51 6,45 5,76
2019 5,76 5,80 5,64 5,56 6,32 5,35
2020 -0,47 -0,61 -1,18 -1,48 -1,65 -1,89
2021 2,33 4,91 3,19 3,72 4,00 3,54
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 
berdampak pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di 
semua daerah tanpa terkecuali. Dari enam kabupaten yang 
ada, Kabupaten Pekalongan yang mengalami kontraksi paling 
dalam sebesar -1,89% sedangkan terendah adalah Kabupaten 
Brebes sebesar -0,47% dan selanjutnya Kabupaten Pemalang
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sebesar -0,61%. Kekuatan ekonomi Kabupaten Pemalang 
pada masa pandemi sehingga mengalami kontraksi lebih 
rendah dibandingkan kabupaten sekitar maupun Provinsi 
Jawa Tengah adalah pada lapangan usaha pertanian, 
industri pengolahan dan perdagangan.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi yaitu 
periode Tahun 2017-2019, urutan dari yang tertinggi adalah 
Kabupaten Banyumas, Pemalang, Brebes, Pekalongan, 
Purbalingga dan Tegal. Bila dibandingkan dengan rata-rata 
pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, enam kabupaten 
tersebut mempunyai rata- rata pertumbuhan ekonomi diatas 
rata-rata Provinsi. Dengan adanya pandemi yang secara 
keseluruhan mengalami kontraksi, keenam kabupaten 
mengalami kontraksi yang lebih ringan dibanding Provinsi 
Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan mencapai - 
2,65%. Di Tahun 2021, terjadi perbaikan ekonomi yang 
ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi baik di enam 
kabupaten maupun provinsi dengan rata-rata pertumbuhan 
ekonomi enam kabupaten lebih tinggi dibanding pertumbuhan 
ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan rata-rata 
pertumbuhan ekonomi kewilayahan sebelum pandemi, pada 
masa pandemi dan Tahun 2021 tersaji pada gambar berikut :

Gambar 2.3
Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Sebelum Masa 
Pandemi, Pada MasaPandemi Tahun 2020 dan Tahun 2021

Sumber : BPS Provinsi Jcuva Tengah, 2022

PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Pemalang 
selama kurun waktu lima tahun didominasi oleh tiga sektor 
utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 
sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar

jdih.pemalangkab.go.id



21

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selebihnya 
merupakan lapangan usaha dengan kontribusi kurang dari 
6% yang bergerak di bidang jasa pendidikan, penyediaan 
akomodasi dan makan minum, pertambangan dan 
penggalian, konstruksi serta sektor lainnya. Kontribusi 
lapangan usaha terhadap perekonomian daerah (PDRB- 
ADHB) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 dapat dilihat 
pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam Produk 

DomestikRegional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 
Kabupaten Pemalang 2017-2021

Lapangan
Usaha

Distribusi PDRB ADHB (%
2017 2018 2019 2020 2021

A Pertanian Kehutanan, dan 
Perikanan

26,70 26,49 25,44 27,02 27,10

B Pertambangan dan Penggalian 4,42 4,26 3,99 4,06 3,98
C Industri Pengolahan 21,60 21,62 21,99 21,94 21,95
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
E Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

F Konstruksi 4,29 4,43 4,60 4,44 4,67
G Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

15,17 15,16 15,45 14,83 15,17

H Transportasi dan Pergudangan 2,62 2,62 2,69 1,88 1,85
I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum
5,01 5,08 5,20 5,01 5,21

Jf Informasi dan Komunikasi 2,02 2,10 2,21 2,57 2,55
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,14 3,11 3,05 3,07 3,10
L Real Estate 1,62 1,63 1,68 1,68 1,66

M,N Jasa Perusahaan 0,35 0,36 0,38 0,35 0,35
O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wa.jib

3,29 3,16 3,08 3,04 2,79

P Jasa Pendidikan 5,81 5,92 6,07 6,09 5,78
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial
1,05 1,07 1,10 1,18 1,13

R,S,T,U Jasa Lainnya 2,74 2,81 2,88 2,65 2,53
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, hingga Tahun 2021 
lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan 
memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten 
Pemalang, yaitu sebesar 27,10%; lapangan usaha industri 
pengolahan sebesar 21,95%; dan lapangan usaha 
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 
motor sebesar 15,17%; serta lapangan usaha lainnya yang 
berkontribusi kurang dari 6%.

Adapun data nominal PDRB ADHB (Atas Dasar Harga 
Berlaku) Tahun 2017- 2021 dapat terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.7.
PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha
pnpo Anupri/lvD i\XJxxmj

(Rp.«Juta)
2017 2018 2019 2020 2021

A Pertanian 
Kehutanan, dan 
Perikanan

5.836.489,48 6.270.308,32 6.482.922,70 6.975.981,72 7.437.436,79

B Pertambanga 
n dan
Penggalian

966.070,90 1.008.805,95 1.017.466,77 1.047.170,81 1.091.793,34

C Industri
Pengolahan

4.722.013,91 5.118.414,59 5.602.868,49 5.666.208,16 6.025.481,15

D Pengadaan
Listrik dan Gas

24.868,69 27.114,19 28.511,93 28.891,35 30.548,37

E Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah,
Limbah, dan 
DaurUlang

15.183,26 15.932,01 16.684,61 18.056,25 19.267,73

F Konstruksi 938.795,86 1.049.239,02 1.171.432,23 1.147.022,59 1.280.473,85
G Perdagangan

Besar dan
Eceran,
Reparasi Mobil 
dan Sepeda
Motor

3.315.846,01 3.587.584,57 3.938.037,69 3.830.256,80 4.165.041,83

H Transportas 
i dan
Pergudanga
n

573.709,40 620.816,07 685.552,33 485.597,26 506.574,60

I Penyediaan 
Akomodasi 
dan Makan
Minum

1.094.350,96 1.201.929,28 1.326.140,86 1.294.098,10 1.429.398,13

J Informas 
i dan
Komunik
asi

440.605,19 496.969,63 564.011,32 662.941,66 700.950,07

K Jasa
Keuangan 
dan Asuransi

685.803,22 737.231,99 778.018,54 793.892,59 851.668,69

L Real Estate 354.812,45 384.782,82 428.953,27 432.902,23 456.410,80
M
N

Jasa Perusahaan 76.223,03 85.110,81 96.778,95 90.783,18 95.368,28

O Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan 
dan Jaminan 
Sosial Wajib

719.029,31 748.795,55 784.904,52 784.668,65 766.380,20

P Jasa Pendidikan 1.269.111,41 1.400.237,00 1.547.358,12 1.572.178,71 1.587.455,60
Q Jasa

Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial

228.891,69 253.098,49 279.191,60 305.060,53 308.990,75

R
S
T
U

Jasa Lainnya 598.719,40 664.529,97 734.767,84 685.109,45 693.665,47

PDRB ADHB 21.860.524,17 23.670.900,26 25.483.601,77 25.820.820,04 27.446.905,64

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Aspek pertumbuhan ekonomi menurut lapangan 
usaha dikelompokkan menjadi 5 kelompok lapangan usaha,
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yaitu pertanian, industri manufaktur, perdagangan dan 
reparasi, konstruksi dan jasa lainnya. Selama 5 tahun 
terakhir rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi di sektor 
kontruksi sebesar 9,51%; selanjutnya sektor industri sebesar 
6,75%; sektor perdagangan sebesar 6,52%; sektor jasa lainnya 
sebesar 6,07% dan terendah di sektor pertanian sebesar 
5,85%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian 
Kabupaten Pemalang sedang mengalami transformasi 
ekonomi menuju sektor tersier (jasa) yang meliputi 
perdagangan, jasa konstruksi dan berbagai bidang jasa 
lainnya, meskipun berdasarkan besaran kontribusinya, 
kontribusi terbesar masih berada di sector pertanian, 
kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Sektor 
tersier dan sekunder terus menunjukkan peningkatan, 
sedangkan sektor primer (pertanian) memiliki tren yang 
menurun. Dengan demikian dalam jangka menengah dan 
panjang ke depan, Kabupaten Pemalang yang memiliki pola 
struktur perekonomian industri (agro-industri) menuju ke arah 
struktur perekonomian jasa. Hal ini sejalan dengan tren sektor 
riil menuju era digitalisasi yang merupakan bagian dari era 
industri 4.0.

Di Tahun 2020, perekonomian menjadi terpuruk, 
dimana sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi 
(tumbuh negatif), meliputi sektor perdagangan, kontruksi dan 
jasa lainnya. Data pertumbuhan ekonomi menurut 5 
kelompok lapangan usaha Kabupaten Pemalang dapat dilihat 
pada gambar berikut:

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang 

Menurut Lima Kelompok Lapangan Usaha Utama 
Tahun 2017-2021

Sumber : Data BPS, 2022 (diolah).
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Berdasarkan gambar di atas, selama tiga 

tahun sebelum pandemi, pertumbuhan pada lapangan 
usaha pertanian cenderung turun, pertumbuhan pada 
lapangan industri cenderung naik, pertumbuhan pada 
lapangan perdagangan cenderung naik, pertumbuhan pada 
lapangan konstruksi mengalami tren turun dan pertumbuhan 

pada lapangan jasa cenderung turun. Namun dengan adanya 
pandemi Covid-19 yang muncul pada awal Tahun 2020 
hingga saat ini, perekonomian menjadi melemah dan bahkan 
beberapa lapangan usaha terkontraksi. Pertanian dan industri 
tetap tumbuh positif meskipun melemah dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya yaitu masing-masing tumbuh 
sebesar 7,61% dan 1,13%. Sedangkan perdagangan, 
konstruksi dan jasa lainnya tumbuh negatif (terkontraksi) 
masing-masing sebesar -2,74%; -2,08% dan -1,05%.

Dilihat dari lapangan usaha, PDRB ADHK (Atas Dasar 

Harga Konstan) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 

lima tahun juga didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 

motor. Dalam hal ini, Kabupaten Pemalang memiliki 

produktivitas hasil pertanian yang besar dan dijadikan 

lumbung pangan terbesar ke tiga di Provinsi Jawa Tengah. 

Selengkapnya PDRB ADHK menurut lapangan usaha 

Kabupaten Pemalang tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat 

dilihat pada tabel berikut:

jdih.pemalangkab.go.id



Ta
be

l 2
.8

.
Pe

rtu
m

bu
ha

n P
D

RB
 A

D
H

K
 M

en
ur

ut
 La

p;
iti

g;
tn

 U
sa

ha
 K

ab
up

at
en

 Pe
m

al
an

g 
Ta

hu
n 2

01
7-

20
21

Su
m

be
r :

 K
ab

up
at

en
 P

em
al

an
g D

al
am

 A
ng

ka
,

jdih.pemalangkab.go.id



2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata 

pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu 

tahun di suatu wilayah/daerah yang merupakan salah satu 

indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu 

wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi 

antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 

yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB belum sepenuhnya 

menunjukkan kenaikan taraf hidup masyarakat, karena : (1) 

PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan 

kesejahteraan mencakup aspek ekonomi juga non ekonomi, 

dan (2) pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu merata di 

kalangan penerima pendapatan, karena tidak semua faktor 

produksi, khususnya tenaga kerja, memiliki akses yang sama 

untuk terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Berikut 

adalah perbandingan antara target danrealisasi PDRB (ADHB) 

perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021.

Tabel 2.9.
PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Pemalang 

Tahun 2017-2021
No Tahun Tareet RKPD ADHB fRp.) Realisasi

1 2017 12.511.736,40 16.864.000
2 2018 13.126.062,66 18.216.000
3 2019 13.770.552,34 19.560.000
4 2020 14.446.686,46 17.540.000
5 2021 15.156.018,76 18.490.000

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Pendapatan perkapita di daerah yang semakin 

meningkat, akan mendorong peningkatan pendapatan 

perkapita nasional. Berdasarkan tabel di atas, realisasi nilai 

PDRB ADHB perkapita Kabupaten Pemalang lebih besar 

dibandingkan target RKPD, walaupun di Tahun 2020 

mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang 

berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi hingga 

terkontraksi. Selanjutnya, pengukuran kinerja peningkatan 

PDRB perkapita dilakukan dengan membandingkan 

pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang 

dengan kabupaten sekitar yang tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 2.10.
Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Pemalang dan 

Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021
No Tahun Kabupaten

PemalangBrebes Purbalingga Tegal Banyumas Pekalongan Rata-Rata
1 2017 5,25 4,35 5,06 5,44 4,68 4,96 5,26
2 2018 4,87 4,40 5,27 5,54 5,13 5,04 5,40
3 2019 5,92 5,17 5,80 5,97 5,17 5,61 6,10
4 2020 -9,26 -7,75 -11,36 -6,52 -9,28 -8,84 -12,21
5 2021 1,39 1,91 2,73 2,99 2,41 2,29 3,07
Rata-rata 1,63 1,62 1,50 2,68 1,62 1,81 1,52

Sumber: Data BPS, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa 
pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang 
cenderung menunjukkan tren positif. Selama kurun waktu 
tahun 2017-2019 pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 
Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan rata-rata 
pertumbuhan PDRB perkapita ADHK kabupaten sekitar. 
Namun, pada tahun 2020 mengalami keterpurukan 
sehingga pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten 
Pemalang lebih rendah dibanding rata-rata maupun 
pertumbuhan PDRB perkapita ADHK semua kabupaten 
sekitar. Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Pemalang 
menjadi kabupaten paling miskin nomor empat se-Provinsi 
Jawa Tengah. Di tahun 2021, terjadi perbaikan kondisi 
perekonomian di Kabupaten Pemalang, sehingga 
pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang 
lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita 
ADHK kabupaten sekitar.

3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat 
menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok 
barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan 
daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga- 
harga secara umum dan terus-menerus. Tingkat inflasi 
Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2017-2021 
cenderung menurun, khususnya sejak Tahun 2018, sejalan 
dengan inflasi pada level Provinsi Jawa Tengah maupun 
Nasional. Terjaganya inflasi pada level ringan dapat 
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu 
menjaga daya beli masyarakat lapisan menengah ke bawah 
yang sangat rentan terhadap gejolak harga utamanya 
peningkatan harga yang dipicu oleh harga sembako dan 
kebutuhan pokok lain, harga BBM, tarif dasar listrik, tarif 
angkutan.
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Sejak Tahun 2020, pengukuran laju inflasi Kabupaten 
Pemalang menginduk kepada Kota Tegal karena Bank 
Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran pada 6 
kota di Jawa Tengah. Capaian inflasi Kabupaten Pemalang 
dari Tahun 2017-2021 selalu dibawah 10%, yang berarti 
bahwa harga-harga yang berlaku di Kabupaten Pemalang 
dalam kurun waktu tersebut cenderung stabil/terkendali 
sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. 
Gambaran secara lengkap perbandingan inflasi di Kabupaten 
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada 
gambar berikut :

Gambar 2.5.
Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun 2017-2021

-♦—Pemalang —•—Jawa Tengah Nasional

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa angka 
inflasi Tahun 2021 merupakan angka terendah dalam 5 
tahun terakhir. Rendahnya angka inflasi ini disebabkan 
melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 
karena berkurangnya dan/atau hilangnya pendapatan 
maupun pekerjaan sebagian besar masyarakat yang 
diakibatkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial 
dalam skala yang luas untuk memutus mata rantai 
penularan Covid-19.

D. Kondisi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM 
diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan 
ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan
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Hidup (AHH), dimensi pendidikan menggunakan Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi 
ekonomi menggunakan pengeluaran perkapita.

IPM Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 66,56 
meningkat sebesar 0,24 dari Tahun 2020, namun nilai IPM 
tersebut tidak mencapai target RKPD Tahun 2021 sebesar 66,7. 
Apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, 
capaian IPM Kabupaten Pemalang masih sangat rendah yang 
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang, 

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No Tahun
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target
RKPD

Realisasi Kab. 
Pemalang

Jawa
Tengah

Nasional

1 2017 64,7 65,04 70,52 70,81
2 2018 65,2 65,67 71,12 71,39
3 2019 65,7 66,32 71,73 71,92
4 2020 66,20 66,32 71,87 71,94
5 2021 66,7 66,56 72,16 72,29

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, Kabupaten Pemalang 

menunjukkan peningkatan IPM sebagaimana Jawa Tengah dan 

Nasional. Capaian IPM Kabupaten Pemalang masih relatif lebih 

rendah dibandingkan capaian Jawa Tengah dan Nasional. 

Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah 

dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.6.
Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa 

Tengah dan NasionalTahun 2017-2021

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)
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Selama Tahun 2017-2021, IPM Kabupaten Pemalang, 
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan. 
Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif, di 
Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat dan di level Nasional 
cenderung menurun. Peningkatan tertinggi IPM untuk 
Kabupaten Pemalang terjadi di Tahun 2017 (0,87). Di Tahun 2020, 
peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan 
Nasional merupakan peningkatan yang paling rendah selama 
periode Tahun 2017-2021 yang merupakan dampak dari pandemi 
Covid-19. Secara umum, Kabupaten Pemalang memiliki kinerja 
peningkatan IPM yang lebih baik dibandingkan provinsi dan 
nasional. Posisi pembangunan manusia Kabupaten Pemalang 
dibandingkan kabupaten sekitar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang 

dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021
No Tahun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Brebes Purbalingga Tegal Banyumas Pekalongan Rata-rata Pemalang
1 2017 64,86 67,72 66,44 70,75 68,4 67,63 65,04
2 2018 65,68 68,41 67,33 71,3 68,97 68,34 65,67
3 2019 66,12 68,99 68,24 71,96 69,71 69,00 66,32
4 2020 66,11 68,97 68,39 71,98 69,63 69,02 66,32
5 2021 66,32 69,15 68,79 72,44 70,11 69,36 66,56
Rata-rata 65,82 68,65 67,84 71,69 69,36 68,67 65,98

Sumber: BPS Jatua Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021 Nilai IPM Kabupaten Pemalang 
lebih rendah dibandingkan rata-rata IPM kabupaten sekitar dan 
hanya lebih tinggi dari Kabupaten Brebes. Kinerja peningkatan 
IPM dapat dilihat dari tingkat perubahan IPM. Tingkat perubahan 
IPM Kabupaten Pemalang terhadap kabupaten sekitar dapat 
dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7.
Perubahan IPM Kabupaten Pemalang dan 

Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

■ Brebes ■ Purbalingga Tegal ■ Banyumas ■ Pekalongan ■ Pemalang

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)
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Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 semua 

kabupaten cenderung mengalami peningkatan IPM, namun di 

Tahun 2020 terdapat tiga kabupaten (Brebes, Purbalingga dan 

Pekalongan) yang mengalami penurunan IPM dan satu kabupaten 

(Pemalang) yang nilainya konstan. Hal ini disebabkan adanya 

pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Selanjutnya di Tahun 2021, 

semua kabupaten mengalami peningkatan IPM. Peningkatan IPM 

Kabupaten Pemalang sebesar 0,24 lebih rendahdibandingkan rata- 

rata peningkatan IPM kabupaten sekitar (0,35). Selanjutnya, jika 

dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan IPM 

Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibanding Kabupaten Brebes 

dan Purbalingga.

Kondisi Pembangunan Manusia dapat dilihat dari Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan 

hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan 

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM 

dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan dan standar hidup layak.

1. Angka Harapan Hidup

Selama Tahun 2017-2021, Angka Harapan Hidup 
Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan. Tahun 
2021, AHH Kabupaten Pemalang sebesar 73,53 tahun lebih 
tinggi dibandingkan dengan target RKPD 2021 sebesar 73,35 
tahun. Perbandingan AHH Kabupaten Pemalang dengan 
provinsi dan nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah,

danNasional Tahun 2017-2021

No Tahun
mm in in

Usia Harapan
Hidup

Target
PTcpn

Realisasi Kab. Jawa
Tengah

Nasional

1 2017 72,96 71,98 74,08 71,06
2 2018 73,06 73,11 74,18 71,2
3 2019 73,19 73,22 74,23 71,34
4 2020 73,25 73,40 74,37 71,47
5 2021 73,35 73,53 74,47 71,57

Sumber: BPS Javua Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, AHH Kabupaten Pemalang 
lebih tinggi dibandingkan Nasional, namun lebih rendah
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dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan 
kualitas SDM pada dimensi kesehatan di Kabupaten 
Pemalang lebih baik dibandingkan Nasional, namun masih 
kurang dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan 
AHH menjadi tantangan bagi pembangunan di Kabupaten 
Pemalang, karena berpotensi meningkatkan angka 
ketergantungan serta pembiayaan di bidang kesehatan. 
Kinerja perbaikan kualitas manusia Kabupaten Pemalang, 
provinsi dan nasional pada dimensi kesehatan dapat dilihat 
dari tingkat perubahan AHH berikut.

Gambar 2.8.
Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang, 

Provinsi JawaTengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021, rata-rata AHH Kabupaten 
Pemalang mengalami peningkatan sebesar 0,13 tahun sama 
dengan peningkatan di tingkat Nasional dan lebih tinggi dari 
peningkatan di Provinsi Jawa Tengah (0,09 tahun). Di Tahun 
2021, peningkatan AHH Kabupaten Pemalang (0,13 tahun) 
lebih tinggi dibandingkan peningkatan AHH Nasional (0,10 
tahun) dan Provinsi Jawa Tengah (0,10). Perbandingan AHH 
Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar ditampilkan 
pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten

SekitarTahun 2017-2021

No Tahun
Angka Harapan Hidup (Tahun)

Brebes Purbalingga Tegal Banyumas Pekalongan Rata-rata Pemalang
1 2017 68,61 72,91 71,14 73,33 73,46 71,89 72,98
2 2018 68,84 72,98 71,28 73,45 73,53 72,02 73,11
3 2019 69,04 73,02 71,4 73,55 73,57 72,12 73,22
4 2020 69,33 73,14 71,6 73,72 73,69 72,30 73,4
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5 | 2021 69,54 73,21 71,72 73,8 73,74 72,40 73,53
Rata-rata 69,07 73,05 71,43 73,57 73,60 72,14 73,25

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, AHH Kabupaten Pemalang 
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata AHH kabupaten 
sekitar. Pada Tahun 2021, AHH Kabupaten Pemalang sebesar 
73,53 tahun lebih tinggi dengan rata-rata AHH kabupaten 
sekitar sebesar 72,40 tahun. Apabila dibandingkan dengan 
setiap kabupaten, rata-rata AHH Kabupaten Pemalang lebih 
tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Brebes, Purbalingga, 
dan Tegal, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten 
Banyumas dan Pekalongan. Perbandingan kinerja 
peningkatan AHH antara Kabupaten Pemalang dan kabupaten 
sekitar ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.9.
Peningkatan AHH Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar

Tahun 2017-2021
\ '

2017 2018 2019 2020 2021

■ Brebes ■ Purbalingga Tegal ■Banyumas "Pekalongan "Pemalang

Sumber : BPS Javua Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021 semua kabupaten mengalami 
peningkatan AHH. Pada Tahun 2021, Peningkatan AHH 
Kabupaten Pemalang sebesar 0,13 lebih tinggi dibandingkan 
rata-rata peningkatan AHH kabupaten sekitar (0,11). 
Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, 
peningkatan AHH Kabupaten Pemalang lebih tinggi 
dibandingkan Kabupaten Purbalingga, Banyumas dan 
Pekalongan, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten 
Brebes dan Tegal.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang di 
Tahun 2021 sebesar 11,96 tahun meningkat dari HLS Tahun
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2020 sebesar 11,95 tahun. Angka tersebut tidak mencapai 
target RKPD 2021 sebesar 12,16 tahun. HLS Kabupaten 
Pemalang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah 
dan Nasional. Perkembangan HLS Kabupaten Pemalang, Jawa 
Tengah, dan Nasional digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.15
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, 

Provinsi Jawa Tengah, danNasional Tahun 2017-2021

No Tahun
Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Target RKPD Realisasi Kab. Pemalang Jawa Tengah Nasional
1 2017 11,56 11,88 12,57 12,85
2 2018 11,71 11,91 12,63 12,91
3 2019 11,86 11,94 12,68 12,95
4 2020 12,01 11,95 12,70 12,98
5 2021 12,16 11,96 12,77 13,08

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Peningkatan HLS di Kabupaten Pemalang 

mengindikasikan semakin meningkatnya akses terhadap 

pendidikan. Perbandingan kinerja peningkatan HLS Kabupaten 

Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 

ditampilkan padagambar berikut:

Gambar 2.10.
Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021, rata-rata peningkatan HLS 
Kabupaten Pemalang sebesar 0,02 tahun, dimana 
peningkatan tersebut lebih rendah dari provinsi (0,06 tahun) 
dan nasional (0,07 tahun). Peningkatan HLS Kabupaten 
Pemalang cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2018
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menunjukkan peningkatan, konstan di Tahun 2019, turun di 
Tahun 2020 dan konstan di Tahun 2021. Sementara itu, 
HLS provinsi dan nasional menunjukkan tren penurunan 
selama Tahun 2017- 2020 dan mulai meningkat di Tahun 
2021. Pada Tahun 2021, HLS Kabupaten Pemalang 
mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun, lebih rendah 
dibandingkan peningkatan HLS provinsi (0,07 tahun) dan 
Nasional (0,10 tahun). Hal ini menunjukkan belum efektifnya 
kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam 
meningkatkan HLS. Untuk melihat kinerja peningkatan 
kualitas manusia pada dimensi pendidikan, HLS Kabupaten 
Pemalang juga dibandingkan dengan HLS kabupaten sekitar 
seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang dan 

Kabupaten SekitarTahun 2017-2021

No Tahun Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)
Brebes Purbalingga Tegal Banyumas Pekalongan Rata-rata Pemalang

1 2017 11,69 11,94 12,06 12,63 12,16 12,10 11,88
2 2018 12,02 11,95 12,34 12,64 12,17 12,22 11,91
3 2019 12,03 11,98 12,58 12,82 12,4 12,36 11,94
4 2020 12,04 11,99 12,67 12,85 12,41 12,39 11,95
5 2021 12,05 11,99 12,89 13,03 12,42 12,48 1 1,96
Rata-rata 11,97 11,97 12,51 12,79 12,31 12,31 11,93

Sumber: BPS Javua Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2020, HLS Kabupaten Pemalang 
lebih rendah dibandingkan rata-rata HLS kabupaten sekitar. 
Pada Tahun 2021, HLS Kabupaten Pemalang paling rendah 
dibandingkan kabupaten sekitar. Kabupaten Banyumas 
merupakan wilayah dengan HLS tertinggi, hal ini disebabkan 
tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai hingga jenjang 
pendidikan tinggi. Tingkat perubahan HLS Kabupaten 
Pemalang dan kabupaten sekitar selama Tahun 2017-2021 
ditampilkan pada gambar berikut:
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Gambar 2.11.
Peningkatan HLS Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar

Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Jauua Tengah, 2022 (diolah)

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 semua 
kabupaten mengalami peningkatan HLS. Pada Tahun 2021, 
peningkatan HLS Kabupaten Pemalang sebesar 0,01 tahun 
lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan HLS 
kabupaten sekitar (0,08 tahun). Selanjutnya, jika 
dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan HLS 
Kabupaten Pemalang hanya lebih tinggi dibandingkan 
Kabupaten Purbalingga, sama dengan Kabupaten Brebes dan 
Pekalongan, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tegal 
dan Banyumas. Rendahnya peningkatan HLS Kabupaten 
Pemalang disebabkan kurangnya ketersediaan dan 
persebaran fasilitas pendidikan termasuk perguruan tinggi.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang di 

Tahun 2020 adalah 7,44 tahun. Capaian RLS tersebut 

melampaui target RKPD 2020 (7,03 tahun). Namun demikian, 

Angka RLS Kabupaten Pemalang Tahun 2020 relatif masih 

lebih rendah dibandingkan dengan RLS Jawa Tengah (7,69 

tahun) dan Nasional (8,48 tahun). Peningkatan Rata-rata Lama 

Sekolah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional 

ditampilkan pada tabel berikut.
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Tabel 2.17
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang,

Provinsi Jawa Tengah, danNasional Tahun 2017-2021
No Tahun Rata-rata Lama

Sekolah
Target
RKPD

Realisasi Kab.
Pemalang

Jawa
Tengah

Nasional

1 201
7

5,88 6,31 7,27 8,1

2 201
8

5,89 6,32 7,35 8,17

3 201
9

5,90 6,41 7,53 8,34

4 202
0

5,91 6,42 7,69 8,48

5 202
1

5,92 6,45 7,75 8,54

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Rendahnya RLS Kabupaten Pemalang disebabkan 

banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah 

(DWS). Dewasa Tidak Sekolah (usia di atas 25 tahun) didominasi 

oleh usia tua sehingga upaya peningkatan peserta pendidikan 

kesetaraan menjadi tidak optimal. Tingkat pendidikan penduduk 

usia di atas 25 tahun mayoritas tamat SD (lama sekolah 6 

tahun). Gambaran tingkat pendidikan penduduk berdasar 

kecamatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Tingkat Pendidikan Penduduk Tiap Kecamatan

Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No Kecamatan Penduduk Menurut Pendidikan
<SD SD SMP SMA >/=Diploma

1 Moga 9.445 33.178 9.686 5.797 538
2 Pulosari 5.899 30.237 7.346 3.060 281
3 Belik 18.870 51.221 10.091 6.159 535
4 W atukumpul 6.686 37.148 8.827 3.462 379
5 Bodeh 8.800 25.735 10.312 5.778 483
6 Bantarbolang 8.409 36.091 12.112 6.645 576
7 Randudongkal 10.471 42.365 17.293 12.100 1.183
8 Pemalang 26.170 55.647 27.940 30.322 3.140
9 Taman 25.193 56.379 28.332 25.013 2.351
10 Petarukan 19.792 56.898 29.116 21.290 1.743
11 Ampelgading 9.395 23.610 13.718 10.181 713
12 Comal 11.557 29.149 17.641 14.884 1.242
13 Ulujami 15.950 42.107 18.303 13.147 907
14 Warungpring 3.985 18.143 6.067 3.525 260

Total 180.622 537.908 216.784 161.363 14.331
Sumber: Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, 2022

Penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD sebesar 
48,42%; tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD sebesar 
16,26%; dan tamat SMP sebesar 19,51% yang selanjutnya 
diharapkan dapat mengikuti pendidikan nonformal kejar 
paket A/B/C untuk dapat meningkatkan RLS Kabupaten
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Pemalang. Dilihat dari persebarannya, penduduk tidak tamat 
SD paling banyak berada di Kecamatan Pemalang sebesar 
14,49%; Kecamatan Taman sebesar 13,95% dan Kecamatan 
Petarukan sebesar 10,96%. Penduduk dengan tingkat
pendidikan SD paling banyak berada di Kecamatan Petarukan 
sebesar 10,58%; Kecamatan Taman sebesar 10,48%; dan 
Kecamatan Pemalang sebesar 10,35%. Penduduk dengan 
tingkat pendidikan SMP paling banyak berada di Kecamatan 
Petarukan sebesar 13,43%; Kecamatan Taman sebesar
13,07%; dan Kecamatan Pemalang sebesar 12,89%.

Kecamatan yang memiliki penduduk dengan tingkat 

pendidikan di bawah 9 tahun tertinggi merupakan kecamatan 

dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu Kecamatan 

Petarukan, Taman dan Pemalang. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa kemiskinan berkaitan dengan rendahnya tingkat 

pendidikan. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah 

memiliki keterbatasan untuk mengakses lapangan pekerjaan, 

sehingga memiliki pendapatan yang rendah. Selanjutnya, 

dengan pendapatan yang rendah tersebut mereka memiliki 

keterbatasan untuk mengakses pelayanan dasar, termasuk 

pendidikan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab 

kemiskinan absolut dan membutuhkan penanganan yang 

holistik dan integratif. Perbandingan kinerja Kabupaten 

Pemalang dalam peningkatan RLS dengan Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.12
Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022
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Peningkatan RLS Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional cenderung fluktuatif. Pada Tahun 

2017, Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan RLS 

tertinggi sebesar 0,26 tahun lebih tinggi dibandingkan 

peningkatan RLS Provinsi Jawa Tengah (0,12 tahun) dan 

Nasional (0,16 tahun). Selama tahun 2017-2021 kinerja 

Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan RLS 

sebesar 0,08 tahun lebih rendah dibandingkan kinerja 

Provinsi Jawa Tengah (0,12 tahun) dan Nasional (0,12 tahun). 

Hal ini menunjukkan belum efektifnya kinerja Pemerintah 

Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan RLS. Untuk 

melihat kinerja peningkatan kualitas manusia pada dimensi 

pendidikan, RLS Kabupaten Pemalang juga dibandingkan 

dengan RLS kabupaten sekitar seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.19

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang dan
Kabupaten SekitarTahun 2017-2021

No Tahun Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Brebes Purbalingga Tegal Banyumas Pekalongan Rata-rata Pemalang

1 2017 6,18 6,87 6,55 7,4 6,73 6,75 6,31
2 2018 6,19 7,00 6,70 7,41 6,74 6,81 6,32
3 2019 6,20 7,14 6,86 7,42 6,88 6,90 6,41
4 2020 6,21 7,24 6,98 7,52 6,91 6,97 6,42
5 2021 6,22 7,25 6,99 7,63 7,17 7,05 6,45
Rata-rata 6,20 7,10 6,82 7,48 6,89 6,90 6,38

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, RLS 
Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata 
RLS kabupaten sekitar. Pada Tahun 2021, Kabupaten 
Banyumas memiliki RLS paling tinggi, hal ini disebabkan 
tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Sedangkan 
RLS Kabupaten Pemalang hanya lebih tinggi dari Kabupaten 
Brebes. Tingkat perubahan RLS Kabupaten Pemalang dan 
kabupaten sekitar selama Tahun 2017-2021 ditampilkan 
pada gambar berikut:
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Gambar 2.13
Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang 

dan KabupatenSekitar Tahun 2017-2021

Sumber: BPSJawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 semua 
kabupaten mengalami peningkatan RLS. Pada Tahun 2021, 
peningkatan RLS Kabupaten Pemalang sebesar 0,03 tahun 
lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan RLS 
kabupaten sekitar (0,08 tahun). Selanjutnya, jika 
dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan RLS 
Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten 
Brebes, Purbalingga dan Tegal, namun lebih rendah 
dibandingkan Kabupaten Banyumas dan Pekalongan. 
Rendahnya peningkatan RLS Kabupaten Pemalang 
disebabkan masih kurang optimalnya pendidikan kesetaraan 
yang dilaksanakan akibat masih rendahnya kesadaran 
masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti pendidikan 
kesetaraan.

4. Pengeluaran Perkapita

Pada Tahun 2017-2019, pengeluaran perkapita 
Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan, artinya 
terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun di 
Tahun 2020, pengeluaran perkapita mengalami penurunan 
dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan 
aktivitas ekonomi penduduk. Selanjutnya di Tahun 2021 
mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 8.573 ribu 
rupiah lebih rendah dibandingkan target RKPD 2021 sebesar 
9.003 ribu rupiah. Pengeluaran perkapita Kabupaten 
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tersaji pada 
tabel berikut.
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Tabel 2.20

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, 
dan NasionalTahun 2017-2021

No Tahun
Pengeluaran perkapita (ribu 

rupiah)
Target
RKPD

Realisasi Kab. 
Pemalang

Jawa
Tengah

Nasional

1 2017 7.740 7.785 10.377 10.664
2 2018 8.038 8.186 10.777 11.059
3 2019 8.348 8.546 11.102 11.299
4 2020 8.669 8.461 10.930 11.013
5 2021 9.003 8.573 11.034 11.156
Sumber: BPS Jaiva Tengah, 2022

Pada Tahun 2020, pengeluaran perkapita Kabupaten 
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami 
penurunan, namun berangsur meningkat di Tahun 2021. 
Pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang 
dibandingkan dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada 
gambar berikut.

Gambar 2.14
Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang, 

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

2017 2018

Pemalang ...... Jawa Tengah Nasional

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021, pertumbuhan pengeluaran 
perkapita Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan 
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Di Tahun 2020, akibat 
pandemi Covid-19, pengeluaran perkapita Kabupaten 
Pemalang terkontraksi sebesar 0,99%, lebih baik 
dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang terkontraksi sebesar 
1,55% dan Nasional sebesar 2,53%. Pada Tahun 2021, 
pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang meningkat 
sebesar 1,32% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah 
(0,95%) dan Nasional (1,30%).

Pengeluaran perkapita dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu pengeluaran makanan dan non makanan. Tingkat 
kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari persentase
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pengeluaran non makanan, dimana semakin tinggi tingkat 
pendapatan penduduk, maka pola konsumsi penduduk akan 
bergeser ke konsumsi non makanan. Pengeluaran perkapita 
Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2020 ditampilkan pada 
tabel berikut.

Tabel 2.21
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang Per Komoditas Tahun

2018-2020
No Kelompok

Komoditas
Rata-rata Pengeluaran (Rp.)

2018 % 2019 % 2020 %
Kelompok Makanan 508.614 57,05 490.368 55,51 521.620 56,46

1 Padi-padian 60.448 6,78 54.185 6,13 54.936 5,95
2 Umbi-Umbian 2.818 0,32 3.042 0,34 3.340 0,36
3 Ikan 22.640 2,54 22.437 2,54 22.201 2,40
4 Daging 15.056 1,69 15.531 1,76 15.696 1,70
5 Telur dan Susu 24.407 2,74 23.616 2,67 25.044 2,71
6 Sayur-sayuran 30.168 3,38 30.697 3,48 36.822 3,99
7 Kacang-kacangan 14.361 1,61 14.210 1,61 14.787 1,60
8 Buah-buahan 30.086 3,37 24.338 2,76 23.157 2,51
9 Minyak dan lemak 10.542 1,18 10.963 1,24 11.267 1,22
10 Bahan Minuman 15.850 1,78 15.720 1,78 19.909 2,15
11 Bumbu-bumbuan 11.417 1,28 11.447 1,30 11.975 1,30
12 Konsumsi lainnya 10.007 1,12 8.917 1,01 9.534 1,03
13 Makanan dan minuman 

jadi
196.919 22,09 195.380 22,12 206.910 22,40

14 Tembakau dan sirih 63.895 7,17 59.885 6,78 66.042 7,15
Kelompok Bukan 
Makanan

382.957 42,95 392.987 44,49 402.257 43,54

15 Perumahan dan
Fasilitas Rumah

152.540 17,11 177.936 20,14 187.142 20,26

16 Barang dan Jasa 98.095 11,00 100.484 11,38 105.849 11,46
17 Pakaian, alas kaki dan 

tutupkepala
23.826 2,67 24.201 2,74 26.024 2,82

18 Barang tahan lama 71.616 8,03 42.594 4,82 47.781 5,17
19 Pajak, pungutan 

danasuransi
16.979 1,90 23.906 2,71 25.640 2,78

20 Keperluan pesta dan 
kenduri

19.901 2,23 23.866 2,70 9.821 1,06

3 u m la h 891.571 100 883.355 100 923.877 100
Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2021

Selama Tahun 2018-2020, pola konsumsi perkapita 
Kabupaten Pemalang didominasi oleh kelompok makanan. 
Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Pemalang masih rendah, yaitu 
konsumsi yang dilakukan masih untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsi makanan. Pada konsumsi makanan, didominasi 
oleh komoditas makanan dan minuman jadi yang mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Hal ini patut mendapatkan 
perhatian karena konsumsi makanan dan minuman jadi yang 
tinggi berpotensi meningkatkan risiko penyakit degeneratif 
seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Konsumsi 
karbohidrat serta protein hewani mengalami penurunan, 
terutama pada konsumsi padi-padian dan ikan, sementara 
konsumsi protein nabati mengalami peningkatan, utamanya
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untuk konsumsi sayur-sayuran. Konsumsi tembakau dan 
sirih cenderung fluktuatif dengan peningkatan di Tahun 2020 
yang ditunjang oleh kenaikan cukai rokok. Tingginya nilai 
pengeluaran untuk tembakau perlu mendapatkan perhatian 
karena berpotensi menurunkan kualitas kesehatan 
keluarga.

Proporsi pengeluaran untuk konsumsi non makanan 
selama Tahun 2018- 2020 cenderung fluktuatif. Proporsi 
tertinggi untuk pengeluaran perkapita nonmakanan adalah 
perumahan dan fasilitas rumah yang meningkat tiap 
tahunnya. Selama masa pandemi Covid-19, pengeluaran 
untuk alat komunikasi elektronik, seperti laptop dan telepon 
seluler/handphone meningkat tajam karena penerapan 
bekerja dari rumah maupun pembelajaran daring.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tu runny a kualitas 
manusia pada dimensi ekonomi. Perbandingan pengeluaran 
perkapita Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar 
tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.22
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dan kabupaten 

sekitar Tahun 2017-2021

No Tahun Pengeluaran Perkapita ( Ribu Rupiah)
Brebes Purbalingga Tegal Banyumas Pekalongan Rata-rata Pemalang

1 2017 9.148 9.159 8.709 10.554 9.300 9.374 7.447
2 2018 9.554 9.340 9.136 11.240 9.702 9.794 7.785
3 2019 9.890 9.786 9.433 11.240 10.221 10.114 8.186
4 2020 10.238 10.131 9.798 11.703 10.508 10.476 8.546
5 2021 10.058 9.914 9.612 11.448 10.312 10.269 8.461

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, pengeluaran 
perkapita Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan 
rata-rata pengeluaran perkapita kabupaten sekitar dan lebih 
rendah juga diantara 5 kabupaten sekitar. Hal ini berarti 
bahwa masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai status 
kesejahteraan paling rendah dibandingkan masyarakat 
kabupaten sekitar. Tingkat perubahan pengeluaran perkapita 
Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama Tahun 
2017-2021 ditampilkan pada gambar berikut.
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Gambar 2.15
Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dan 

Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Jatua Tengah, 2022 (diolah)

Selama Tahun 2017-2021, pertumbuhan pengeluaran 
perkapita Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan 
rata-rata pertumbuhan perkapita kabupaten sekitar. Di 
Tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, pengeluaran 
perkapita Kabupaten Pemalang terkontraksi sebesar 0,99%, 
lebih baik dibandingkan rata- rata kabupaten sekitar yang 
terkontraksi sebesar 1,97%. Pada Tahun 2021, pertumbuhan 
pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang meningkat 
sebesar 1,32% lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten 
sekitar sebesar 0,96% dan lebih tinggi dibandingkan 
pertumbuhan pengeluaran perkapita kabupaten sekitar. Hal 
ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten 
Pemalang dalam meningkatkan pertumbuhan pengeluaran 
perkapita lebih baik dibandingkan dengan kabupaten sekitar.
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BAB III

KEBIJAKAN PENERAPAN SPM

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada 

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan 

pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. 

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. 

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan 

Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan 

Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan 

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: lJ.Pendidikan,

2).Kesehatan, 3).Pekerjaan umum, 4).Perumahan rakyat, 5).Ketentraman, 

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan 6).Sosial 

sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah harus 

berupaya memenuhi kebutuhan SPM pada 6 (enam) urusan tersebut, oleh 

karena itu Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan 

Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan 

standar pelayanan minimal.

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah 

menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar
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Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada 

dalam undang-undang dalam menerjemahkan SPM. Secara umum 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan 

dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang 

terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan 

Penerima Pelayanan Dasar, tahapan penerapan SPM, pelaporan 

SPM, termasuk pembinaan dan pengawasan SPM.

SPM berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan 

Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah 

yaitu sebagai berikut :

1. SPM Bidang Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM 

bidang pendidikan yang mencakup SPM bidang pendidikan 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan 

Dasar pada SPM bidang pendidikan kabupaten/kota meliputi:

a. Pendidikan anak usia dini

b. Pendidikan dasar

c. Pendidikan kesetaraan

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upayapemenuhan SPM 

bidang Pendidikan yaitu mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 

Pendidikan.

2. SPM Bidang Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah 

provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Jenis 

Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan kabupaten/kota 

meliputi:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

d. Pelayanan kesehatan balita
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e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human

Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/ promotif 

dan pencegahan/preventif

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upayapemenuhan SPM 

bidang kesehatan yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

SPM bidang pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum 

Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah 

kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang 

pekerjaan umum kabupaten/kota meliputi:

a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan

b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upayapemenuhan SPM 

bidang pekerjaan umum yaitu mengacu pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

SPM bidang perumahan rakyat mencakup SPM perumahan 

rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Jenis
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Pelayanan Dasar pada SPM bidang perumahan rakyat 

kabupaten/kota meliputi:

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi 

korban bencana

b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat 

yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upayapemenuhan SPM 

bidang perumahan rakyat yaitu mengacu pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat

5. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat

SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat mencakup SPM ketentraman, ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang 

ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat rakyat 

kabupaten/kota meliputi:

a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

b. pelayanan informasi rawan bencana

c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upayapemenuhan SPM 

bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 

yaitu mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
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2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 121 Tahun 2018, 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, dan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 

Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

6. SPM Bidang Sosial

SPM bidang sosial mencakup SPM sosial Daerah provinsi dan 

Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang 

sosial kabupaten/kota meliputi:

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan 

pengemis di luar panti

e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai standar teknis dalam upayapemenuhan SPM 

bidang sosial yaitu tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk tahapan penerapan SPM di semua bidang 

terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu pengumpulan data, penghitungan 

kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana 

pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan 

Dasar. Dalam melaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan 

SPM, Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan 

SPM Daerah kabupaten oleh perangkat Daerah kabupaten.

C. Kebijakan SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada

jdih.pemalangkab.go.id



50

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah 

wajib melaksanakan penerapan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan 

dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga 

Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara 

yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan 

Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya

Implementasi SPM di daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan 

yaitu dengan:

1. Pengumpulan data

Perangkat Daerah pengampu SPM melakukan pengumpulan data 

meliputi data jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak 

memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara 

secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu 

Pelayanan Dasarnya, dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa 

yang tersedia. termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. 

Pengumpulan data tersebut pada bidang pendidikan, kesehatan, 

ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan 

sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya 

manusia yang tersedia.

Pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya 

untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan 

indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai standar teknis 

SPM yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya dan Hasil 

dari pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Dalam tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan 

dasar ada beberapa langkah yang perlu dilakukan perangkat daerah 

yaitu :

a. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau 

jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan
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jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber 

daya manusia yang tersedia. Jumlah barang dan/atau jasa, sarana 

dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia ini diperoleh 

dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, 

lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah. 

Hasil penghitungan ini digunakan untuk menyusun rencana 

pemenuhan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Biaya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima 

Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau 

jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan 

Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dalam rangka 

memenuhi prioritas SPM. Warga Negara yang berhak menerima 

Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan :

- miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

- sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau 

dijangkau sendiri;

- kondisi bencana; dan/atau

- kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi 

sendiri.

3. Penyusunan rencana pelayanan dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan 

Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima 

Pelayanan Dasar yang tidak mampu dimuat dalam dokumen RPJMD 

dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan 

rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan 

kebutuhan ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja 

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam hal ini 

pemenuhan pelayanan dasar menjadi salah satu tolak ukur 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub 

kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana 

pemenuhan Pelayanan Dasar. Untuk itu Perangkat Daerah menetapkan
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Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan 

data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia 

yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang 

tidak mampu, Pemerintah Daerah dapat:

a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga 

Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, 

dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau

b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang 

dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia yang dibutuhkan berpedoman pada Standar Teknis 

SPM. Kerja sama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk 

pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui hasil penerapan SPM yang dilaksanakan melalui 4 

tahapan tersebut tentu perlu dilakukan penghitungan pencapaian SPM. 

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks 

Pencapaian SPM meliputi 2 hal:

1. Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal 

layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kineija 

pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia 

sesuai dengan Standar Teknis

2. Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh 

melalui Target dan Indikator Kinerja.

Dalam rangka pengoordinasian penerapan SPM di daerah, 

pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, 

baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur 

dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan 

bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal Tim Penerapan SPM Kabupaten Pemalang terdiri dari:
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Penanggung jawab I : Bupati Pemalang

Penanggung jawab II : Wakil Bupati Pemalang
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Pemalang
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang

Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pemalang

Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan 
Penataan Ruang Kabupaten Pemalang

Anggota : Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pemalang

Anggota : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pemalang

Anggota : Kepala Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Pemalang

Anggota : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Anggota : Inspektur Kabupaten Pemalang
Anggota : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Pemalang
Anggota Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Tim Penerapan SPM daerah mempunyai tugas meliputi:

a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh bagian tata 

pemerintahan;

b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal;

c. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal;
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d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap 

data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara 

periodik;

e. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap 

data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara 

periodik;

f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam 

dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan 

dan belanja daerah;

g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam 

pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal;

h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal;

i. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal;

j. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal;

k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk laporan yang 

disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan 

Daerah yang terintegrasi;

l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi 

untuk perencanaan tahun berikutnya;

m. melakukan rapat secara berkala; dan

n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat 

bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis 

aplikasi secara triwulan

D. Kebijakan Umum Daerah tentang Penerapan SPM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
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kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program 

Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan 

kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Pemalang 

Tahun 2021-2026 mengacu pada pada RPJPD Kabupaten Pemalang 2005 - 

2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dan RPJMN 

Tahun 2020 - 2024, agar perencanaan terpadu secara nasional.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah 

dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan 

kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan 

daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun 

sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten 

Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 

2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, 

Agamis dan Ngangeni”.

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Adil, (2) Makmur, (3) Agamis, 

(4) Ngangeni. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati 

terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan 

indikasi keberhasilan pencapain visi daerah, dan menjadi pedoman 

stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja 

pembangunan sektoral dan kewilayahan

Berikut penjelasaan unsur visi dan indikasi pencapaiannya:

1) Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana 

pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip 

keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia 

sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam 

meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2) Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya 

tercukupi kebutuhan hidupnya.

3) Agamis

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya 

menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam

jdih.pemalangkab.go.id



56

sikap dan perilaku hidup.

4) Ngangeni

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, 

aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat 

dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilainilai etika, 

budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup 

sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan 

kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya 

lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut 

menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya 

maupun pengunjung. “Pemalang itu ngangeni”.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 

2021-2026 dikembangkan secara jelas sebagai arahan untuk 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Bupati dan Wakil Bupati 

Pemalang yaitu sebagai berikut:

1) Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang 

yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki 

masyarakat meliputi aman dari:

a. ancaman politik;

b. ancaman bencana; dan

c. ancaman ketertiban dan ketentraman perlindungan masyarakat.

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang 

dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: 

konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat 

Pemilu, Pilpres, Pilkada). Dekriminasi.

Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam 

dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah 

Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan 

tenteram, tertib, dan teratur

1) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bersih

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

4s*
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Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan 

pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan 

menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila 

melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. 

Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki 

mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem 

keija yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan 

inovatif. Pemerintah harus mewujudkan pelayanan public yang 

prima dengan mengedepankan kemudahan akses dan transparansi.

2) Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang 

agamis, toleran dan gotong royong

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat 

Kabupaten Pemalang yang menerapkan nilai-nilai agama dalam 

laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui 

internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, 

toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan 

peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam 

membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal 

pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan 

jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia 

terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

3) Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan 

pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan 

perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan 

wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan 

memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. 

Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor 

utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan 

pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui 

percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarak desa serta penataan kawasan perkotaan 

(Program Unggulan: DEDI, DESI).

4) Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi
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lokal

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi 

berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang 

meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, 

potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home 

industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui 

penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan 

keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor 

pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan 

berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program 

Unggulan: DEWI, KOIN).

5) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan 

berke sin ambu n gan.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang 

mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

Tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran 

atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil 

akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan 

memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan 

menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di 

masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan 

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari 6 

misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sedangkan sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi 

yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome 

program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar 

misi RPJMD Kabupaten Pemalang. Berikut ini tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 yang 

mendukung penerapan SPM :
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Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan 

dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang, ditetapkan arah 

kebijakan yang menjadi arah kebijakan perencanana pembangunan 

tahunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman 

penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah 

kebijakan pembangunan tahun 2022 masih fokus terhadap pemulihan 

ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19, yang dilanjutkan di tahun 2023 

sebagai penguatan dari kebijakan tahun 2022, dalam upaya Perwujudan 

Kabupaten Pemalang yang Aman dan Ngangeni ditahun 2026. Dalam 

mencapai misi pembangunan maka kebijakan yang akan dilaksanakan 

terkait dengan penerapan SPM adalah :

Misi 1 Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat, dengan arah kebijakan:

1. Pencegahan dan penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban 

umum difokuskan pada deteksi dan cegah dini, pembinaan dan 

penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan serta pengawalan. 

Sedangkan untuk penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban 

umum difokuskan pada penegakkan Perda dan Perbup sesuai SPM, 

penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang 

humanis, koordinasi dan keijasama dalam teknik pencegahan dan 

penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Peningkatan pelayanan penanganan bencana difokuskan penanganan 

tepat waktu, pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana dan 

pelayanan sesuai SPM

3. Peningkatan kualitas penanganan kebakaran sesuai SPM yang 

difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pemadam kebakaran, 

peningkatan sarana prasarana kebakaran, peningkatan pemberdayaan 

masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran, serta 

pembentukan relawan kebakaran.

Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bersih, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah difokuskan 

pada peningkatan kualitas dan akurasi data, kualitas perencanaan 

pembangunan perangkat daerah, peningkatan implementasi hasil 

kelitbangan dan perencanaan berbasis spasial yang komprehensif

2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah difokuskan pada peningkatan 

pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kualitas kinerja tata 
kelola keuangan daerah
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Misi 3: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat 

yang agamis, toleran dan gotong royong, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada penanganan anak 

usia sekolah yang tidak bersekolah serta peningkatan pelayanan 

pendidikan sesuai SPM

2. Peningkatan pelayanan kesehatan difokuskan pada pelaksanaan 

standar pelayanan minimal pembangunan fasilitas rujukan, 

peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan, peningkatan kepesertaan 

JKN dan peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga 

sehat

3. Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial difokuskan pada 

pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan 

standar pelayanan minimal (anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, 

gelandangan dan ODGJ)

Misi 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan 

perkotaan, dengan arah kebijakan;

Perwujudan kecamatan sebagai pusat pengembangan kawasan difokuskan 

pada pengurangan ketimpangan antar kecamatan.

Misi 6: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan 

berkesinambungan, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan layanan air minum dan pengelolaan sanitasi difokuskan 

pada pelayanan sesuai dengan SPM

2. Penanganan kawasan kumuh difokuskan pada wilayah kumuh yang 

sudah ditetapkan dan pencegahan kumuh dengan fokus penanganan 

rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan 

luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dan pelaksanaan SPM perumahan yang 

ditetapkan.

Pemenuhan SPM pada pelayanan dasar di Kabupaten Pemalang tahun 

2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel pencapaian SPM berikut:
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BAB IV

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN 

PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

A. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

Dalam Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah 

pengampu SPM Tahun 2021-2026 terdapat beberapa fokus program 

prioritas pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang 

mendukung pencapaian penerapan SPM pada setiap bidang, yaitu sebagai

berikut:

1) Bidang Pendidikan

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Pemalang telah menyusun rencana kegiatan 

yang bisa mengungkit Angka Partisipasi Sekolah (APS) diantaranya 

pada Program Pengelolaan Pendidikan yang didalamnya mencakup 

beberapa kegiatan:

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Penambahan Ruang Kelas Baru

2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 
Sekolah

6. Pengadaan Mebeleur Sekolah

7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

9. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

10. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

11. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada 

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

12. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

13. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

2. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 
Sekolah

3. Pengadaan Mebeleur Sekolah
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4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah 

Pertama

5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

6. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

7. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

10. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Menengah Pertama

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 

PAUD

4. Pengadaan Mebel PAUD

5. Pengadaan Perlengkapan PAUD

6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

7. Pengelolaan Dana BOP PAUD

d. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 

Nonformal / Kesetaraan

2. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

2) Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan terdapat program prioritas pemenuhan SPM 

yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat, terdiri dari l(satu) kegiatan yaitu Penyediaan 

Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota, dan dalam kegiatan tersebut terdiri dari beberapa 

sub kegiatan diantaranya:

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
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f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat

k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi 

HIV

3) Bidang Pekerjaan Umum

Pada bidang pekerjaan umum untuk tahun 2022-2026 terdapat 

program prioritas yang bisa menambah angka layanan penyediaan 

kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan angka layanan penyediaan 

pelayanan pengelolaan air limbah domestik yaitu Program Pengelolaan 

Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Program 

Pengelolaan Dan Program Pengembangan Sistem Air Limbah, 

didalamnya mencakup beberapa kegiatan yaitu:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam 

Daerah

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Terpusat Skala Permukiman

4) Bidang Perumahan Rakyat

Pada bidang perumahan rakyat terdapat program prioritas pemenuhan 

SPM yaitu Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan 

Permukiman terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya: 

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah dan Korban Bencana 

atau Relokasi Program Kabupaten
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Pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Identifikasi 

Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi 

Program Kabupaten

b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten

Pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sosialisasi 

pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan 

KPR-FLPP

c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

2. Penyusunan Site Plane dan/atau Detail Engineering Design (DED) 

bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten

d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten

Pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu 

Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana^ atau 
Relokasi Program Kabupaten

e. Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 

10 (Sepuluh) Ha

Pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Kerja Sama 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat terdapat beberapa program yang menjadi program prioritas 

pemenuhan SPM. Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 

menjadi program prioritas untuk pemenuhan SPM berdasarkan urusan: 

> Urusan Bencana

• Program Penanggulangan Bencana

Pada program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten 

Pada kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan:

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten

2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
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b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu:

1. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Respon Cepat Darurat Bencana

2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana

> Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

• Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 

Pada program ini terdiri dari beberapa kegiatan: 

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Pada kegiatan ini terdiri dar sub kegiatan:

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan, dan Pengawalan

2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban 

dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa

3. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat tingkat 

kabupaten / kota

4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka 

ketentraman dan ketertiban masyarakat

5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam 

pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik 

Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum
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7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

Trantibum

8. Penyusunan SOP Trantibum

9. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan 

Peraturan Daerah dan Perkada

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabu paten /Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota

2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten / Kota

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Pengembangan 

kapasitas dan Karier PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja)

• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 

Dan Penyelamatan Non Kebakaran 

Pada program ini terdiri dari kegiatan:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten / Kota

3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non 

Kebakaran

4. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

5. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah 

Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam 

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan 

Penyelamatan Non Kebakaran

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 

Pada kegiatan ini terdiri sub kegiatan:
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1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi 

Masyarakat

2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam 

Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

6) Bidang Sosial

Pada bidang sosial terdapat program prioritas pemenuhan SPM yaitu 

Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan 

Sosial terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 

Luar Panti Sosial

Pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

1. Penyediaan Permakanan

2. Penyediaan Sandang

3. Penyediaan Alat Bantu

4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta 

Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

10. Pemberian Layanan Kedaruratan

11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

12. Layanan Rujukan

b. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial 

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan:

1. Penyediaan permakanan

2. Penyediaan sandang

3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi

4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan

5. Pelayanan dukungan psikososial
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Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM pada 

masing-masing perangkat daerah pengampu SPM sesuai bidangnya dapat 

dilihat melalui form 1 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten 

Pemalang Tahun 2023-2026 (pada form 1)

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Pemalang diuraikan 

permasalahan yang dihadapi setiap bidang SPM yaitu sebagai berikut:

a. Bidang pendidikan

1. Belum optimalnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan Anak 

Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan PAUD dimana APK PAUD 

masih relatif rendah dan belum optimalnya jumlah PAUD yang 

sesuai standar serta masih rendahnya kualitas guru PAUD dan TK.

3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 

pembelajaran SD SMP teruatama ruang kelas dalam kondisi baik 

serta laboraturium dan perpustakaan sesuai standar

4. Pendataan siswa, sarana prasarana, tenaga pendidik dan 

kependidikan yang dilakukan belum merata dan belum maksimal

b. Bidang kesehatan

1. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan aktifitas sosial 

masyarakat yang menjadikan pelayanan kesehatan terkait jenis 

layanan dasar SPM Kesehatan tidak berjalan optimal

2. Kegiatan pelayanan tenaga kesehatan lebih banyak difokuskan dalam 

kegiatan pencapaian sasaran vaksinasi Covid-19 sehingga capaian 

pelayanan kesehatan dasar SPM masih rendah

3. Kesadaran masyarakat terkait arti pentingnya kesehatan masih 

rendah, terutama dalam melakukan skrining kesehatan secara 

berkala

c. Bidang pekerjaan umum

1. Pengumpulan Data : Sumber data belum valid karena sumber data 

dari desa Inconsisten, dibutuhkan sumber data yang valid/akurat 

dari desa/penerima manfaat dan perlunya satu data

2. Penghitungan Kebutuhan : Belum adanya peraturan daerah limbah 

domestik, sehingga tidak bisa melakukan intervensi yang maksimal

<l4r 3. Kurangnya dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk 

mengakses jaringan perpipaan SPAM
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4. Belum adanya Layanan Lumpur Tinja terjadwal

d. Bidang Perumahan Rakyat

1. Belum maksimalnya dalam penganggaran APBD untuk peningkatan 

kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Pemalang, 

berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2021 masih ada 

beberapa unit rumah yang tidak layak huni

2. Data penerima bantuan RTLH dari pusat belum padan dengan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

3. Belum tersedianya data korban bencana by name by address yang 

akurat di Kabupaten Pemalang, sebagai dasar Usulan untuk 

pengajuan Anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten

e. Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

a. Urusan ketentraman dan ketertiban umum

1. Masih kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan trantibum

2. Terbatasnya SDM Satpol PP dalam melakukan penegakan 

Perda/ Perkada

3. Belum semua SDM di Satpol PP terlatih dalam melakukan 

Penegakkan Perda dan Perkada

4. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan 

pemadam kebakaran

5. Masih kurangnya aparatur pemadam kebakaran

b. Urusan Bencana:

1. Keterbatasan SDM penanggulangan bencana baik pada BPBD 

Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah teknis penagmpu 

kegiatan penanggulangan bencana maupun pada stakeholder 

penanggulangan bencana pada umumnya di masyarakat.

2. Sarana dan prasana penanggulangan bencana yang belum 

optimal dimana masih banyak peralatan yang belum dimiliki 

antara lain excavator, truk dapur umum, dan truk serbaguna.

3. Belum adanya sistem informasi kebencanaan yang bisa 

digunakan dalam optimalisasi penanggulangan bencana baik 

sebagai pengaturan data, penyimpanan data untuk dapat 

ditampilkan/digunakan sewaktu-waktu saat diperlukan.

f. Bidang sosial

Beberapa permasalahan pemenuhan SPM yang dihadapi pada bidang

sosial pada tahun berjalan antara lain sebagai berikut:
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1. Belum tersedianya rumah singgah yang memenuhi standar 

pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

2. Verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat sasaran SPM 

yang diusulkan dari Desa/Kelurahan kurang tepat

3. Calon penerima manfaat yang belum memiliki data kependudukan 

terkendala Pemerintah Desa/Kelurahan belum responsif untuk 

membuatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
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BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM 

A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentutan Standar Pelayanan Minimal sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya mencari 

alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap 

permasalahan yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang 

berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan 

kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam 

(6) bidang SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Pendidikan

yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesadaran 

masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai Perguruan Tinggi

2. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata

3. Penyedian pembiayaan pendidikan sekolah bagi penduduk miskin

4. Meningkatkan kapasitas guru PAUD dan manajerial kepala 

sekolah

5. Meningkatkan ketersediaan data terutama pada bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan

6. Penguatan kurikulum pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama

b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang

Pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada penanganan 

anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta peningkatan 

pelayanan pendidikan sesuai SPM

2. Penyediaan sarana dan prasaranan dengan menambah ruang 

kelas barn pada satuan pendidikan di daerah padat penduduk 

dan merehabilitasi ruang kelas terutama pada satuan pendidikan 
di daerah rawan bencana

3. Pemberian stimulan biaya pendidikan untuk siswa pada semua 

tingkat pendidikan (PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan)
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4. Pemberian stimulan pada guru PAUD guna menyelesaikan 

Pendidikan tingkat D4/S1 dan Peningkatan kapasitas manajerial 

kepala sekolah melalui bimbingan teknis

5. Pendataan siswa, saranan dan prasarana, tenaga pendidik dan 

kependidikan pada tingkat PAUD dan Kesetaraan

6. Penguatan kurikulum dengan melaksanakan bimbingan teknis 

kepada tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Kesehatan 

yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

2. Peningkatan status kesehatan keluarga

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit

4. Pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan 

masyarakat

5. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan

6. Pemenuhan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, alat 

kesehatan, dan makanan minumam

b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang 

Kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi pencapaian SPM bidang kesehatan

2. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan

3. Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitasi 

pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan 

prasarana kesehatan

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

5. Meningkatkan pelayanan kesehatan balita

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak usia sekolah

7. Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia

8. Meningkatkan upaya penemuan dan penanganan penyakit 

menular

9. Meningkatkan deteksi dini dan pengendalian penyakit

10. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan desa UCI

11. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, swasta, dan lintas 

sektor dalam kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat
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12. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan upaya hidup 

bersih sehat

13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SPM 

kesehatan

14. Mendorong pengembangan kualitas dan kompetensi SDM 

kesehatan

15. Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan 

perbekalan kesehatan

16. Memperkuat sistem logistik farmasi sampai tingkat puskesmas

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Pekerjaan 

Umum yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan 

prasarana air minum

2. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana air 

limbah, sarana prasarana persampahan dan drainase.

b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang

Pekerjaan Umum yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan 

prasarana air minum

2. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana air 

limbah domestik terpusat

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Perumahan 

Rakyat yaitu pengembangan perumahan

b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang

Perumahan Rakyat yaitu:

1. Penyediaan database perumahan

2. Perbaikan RTLH

3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi 

program

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat

a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Ketentraman, 

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yaitu sebagai 

berikut:

• Urusan ketentraman dan ketertiban umum
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1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di fokuskan 

pada pelaksanaan pelayanan yang humanis

2. Meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran 

difokuskan pada peningkatan jangkauan pelayanan

• Urusan bencana

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM kebencanaan tercantum 

dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang yaitu:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana

2. Meningkatkan mitigasi bencana

3. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 

lebih optimal

4. Meningkatkan kapasitas relawan kebencanaan

b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang 

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yaitu 

sebagai berikut:

• Urusan ketentraman dan ketertiban umum

1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui 

operasi rutin patroli wilayah

2. Pelaksanaan penegakan perda/perbup

3. Penyediaan layanan kebakaran dan non kebakaran

4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

• Urusan bencana

1. Penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana

2. Pembentukan jejaring penanggulangan bencana di Kabupaten 

Pemalang

3. Penambahan Desa Tangguh Bencana

4. Penyediaan sarana dan prasarana kedaruratan bencana

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan

6. Fasilitasi keijasama dengan dunia usaha melalui program 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

7. Peningkatan kapasitas relawan kebencanaan melalui pelatihan

8. Peningkatan sarana dan prasarana relawan kebencanaan

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

a. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Sosial yaitu 

Meningkatkan penanganan PMKS melalui peningkatan 

pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat 

baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan
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kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan 

kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data 

kemiskinan, penanganan PMKS wajib sebagaimana SPM 

Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan 

sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial, dan 

perbaikan taman makam pahlawan. 

b. Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Bidang Sosial 

yaitu penangan PPKS difokuskan pada penanangan PPKS 

yang wajib sebagaimana SPM Bidang Sosial dan 

meningkatkan peran serta masyarkat

B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 4 Tahun

Target pencapaian SPM Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2026 dapat 

dilihat dalam tabel form 2 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten 

Pemalang Tahun 2023-2026 (pada form 2)

C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kedalam 

Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan 

pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang- 

undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul 

memperhatikan target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas 

pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang 

mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran 

operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini dimaksudkan 

antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Agar rencana aksi 

daerah ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu 

ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis 

daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah 

maupun yang sifatnya tahunan.
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2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 9 dijelaskan 

Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen perencanaan yaitu 

pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan 

pada saat perumusan:

1) Pada RPJMD:

a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan 

penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar 

oleh Pemerintah Daerah

b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka 

pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran 

yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan 

dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan 

Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, 

khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam 

menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat 

Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat 

Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar.

f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan indikator kineija daerah dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar.

2) Pada RKPD

a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan 

penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan 

Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan 

dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan 

kebutuhan dasar.
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c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk 

memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam 

rencana kerja tahunan.

d. Rencana keija dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan 

dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan 

sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar.

3) Pada Renstra Perangkat Daerah:

a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan 

dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat 

Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran 

kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar.

d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan 

memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam 

pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya 

dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif 

dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar.

f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan 

dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar.

4) Pada Renja Perangkat Daerah:

a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan 

dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan 

dasar.

b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan 

dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar
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c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana 

indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam 

pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana aksi penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah 

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk 

singkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan 

(RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen 

tersebut ke dalam RKA OPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana 

pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang 

setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di 

daerah. Dokumen penganggaran tahunan meliputi: 1) Kebijakan umum 

APBD, 2) Prioritas dan plafon anggaran sementara, dan 3) Rencana 

keija anggaran perangkat daerah.
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BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

A. Monitoring dan Evaluasi

Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar yang berhak 

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal harus terealisasi dan terpenuhi, oleh karena itu perlu dilakukan 

monitoring dan evaluasi secara berkala guna mencapai hasil yang 

diinginkan.

1. Monitoring

Dalam hal ini monitoring SPM dilakukan pada saat kegiatan 

sedang berlangsung dan dilakukan secara berkala dalam satu tahun. 

Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka perlu dibenahi 

sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya dapat 
terpenuhi.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan 

program dan kegiatan pencapaian SPM yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pada saat perencanaan monitoring dilakukan untuk 

memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang 

akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari 

berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga 

konsep yang akan dilakukan terbuka.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah 

terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap 

pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat 

ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai 

dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak- 

pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di 

dalamnya.

c. Penggunaan sumber daya

Untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya 

sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya 

dapat dilakukan dengan menggunakan indikator 

sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan 

dapat menjalankan tugasnya atau tidak.
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Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang 

kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada 

pemborosan atau penggunaan berlebihan.

d. Penyampaian perkembangan hasil

Monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada 

setiap unit yang diberikan tanggungj awab selalu 

memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai 

penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu 

dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan 

dijadikan sebagai bukti pada saat pelasanaan monitoring.

e. Pelaku kegiatan

Apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah 

berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk 

memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan 

dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok 

masyarakat, LSM, instansi an tar pemerintah, donatur, dan 

lainnya sesuai yang disepakati.

2. Evaluasi

Evaluasi SPM dilakukan tahunan pada akhir kegiatan, evaluasi 

bertujuan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan 

mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Dalam pelaksanaan 

evaluasi SPM terhadap pencapaian SPM baik penerima layanan dasar 

dan mutu layanan dasar dengan membandingkan antara realisasi dan 

target yang telah ditentuakan. Jika target dalam SPM tidak tercapai, 

maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Perkiraan tidak 

tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil 

monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Evaluasi SPM ini juga memperhatikan alokasi anggaran, jumlah 

sumber daya manusia, manfaat yang telah diperoleh dalam penerapan 

SPM, konsistensi dengan dokumen perencanaan, permasalahan yang 

dihadapi, serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 23 ayat 1 

disebutkan bahwa Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu)

jdih.pemalangkab.go.id



95

tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur 

dan bupati/wali kota kepada pemerintah pusat dilakukan secara berkala 

setiap 3 (tiga) bulan sekali menggunakan aplikasi. Laporan penerapan SPM 

tahunan Kabupaten/Kota juga di laporkan kepada Provinsi sebagai bahan 

laporan Gubernur kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina 

Pembangunan Daerah.

Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala 

dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut adalah format 

pelaporan terkait Penerapan SPM:

KATA PENGANTAR 

DAFTAR I SI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau 

dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan 

untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang- 

undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang 

melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat 

dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke 

dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran 

dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke 

dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
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D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan 

Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III: PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM 

terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh 

Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka 

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak 

diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu 

tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan 

ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak 

langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan 

dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

1. APBD;

2. APBN; dan

3. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai 

yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari 

anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan 

dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 

penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal.
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Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap 

masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan 

Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan 

pencapaian SPM.

BAB V :PENUTUP

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN
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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penyusunan Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang Tahun 

2022-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai 

pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM 

Tahun 2022-2026. Dokumen Renaksi Penerapan SPM ini memuat kebiakan 

penerapan SPM, Program dan kegiatan priori tas pemenuhan SPM, 

permasalahan SPM yang dihadapi, strategi dan kebijakan, target pencapaian 

SPM pelayanan dasar, integrasi rencana aksi SPM dengan dokumen 

perencanaan dan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM.

Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Pemalang menjadi acuan bagi 

Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar 

dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal sekaligus untuk memastikan pelaksanaan jenis dan mutu 

serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang 

wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pencapaian target capaian SPM pelayanan dasar merupakan 

serangkaian pencapaian indikator jenis pelayanan dasar SPM pada 

pemenuhan pelayanan dasar dan mutu layanan dasar yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal yang termuat dalam Renaksi 

penerapan SPM daerah ini dalam pelaksanaannya mempertimbangkan 

seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia.

B. SARAN

Untuk mendukung keberhasilan penerapan dan pencapaian SPM di

Kabupaten Pemalang dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu :

1. Adaya komitmen dari penyelenggara Pemerintahan Daerah agar 

memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2. Adanya dukungan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar baik 

dalam perencanaan dan penganggaran, sarana prasarana maupun 

sumberdaya yang tersedia.
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3. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi 

anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050- 

5889 Tahun 2021 sebagai salah satu strategi peningkatan penerapan 

SPM.
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